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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial serta untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan
peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan
sosial dengan menyusun identifikasi dan evaluasi
peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial
Tahun 1954-2018;

bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014
tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan harus
disesuaikan dengan kondisi terkini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Identifikasi dan
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian

Sosial Tahun 1954-2018;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IDENTIFIKASI DAN
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018.
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Pasal 1

(1) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 terdiri atas:

a. bab I, pendahuluan;
b. bab II, kajian;
c. bab III, pelaksanaan; dan
d. bab IV, penutup.

(2) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2

(1) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 dilakukan
terhadap:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden; dan
d. Peraturan Menteri.

(2) Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
a. periode dan daya laku; dan
b. bentuk dan daya laku.

(3) Tabel identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang
Telah Diterbitkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1964), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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_5-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN
SOSIAL TAHUN 1954-2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
menetapkan keputusan dan/atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangannya. Keputusan administrasi
tersebut dapat berbentuk peraturan perundang-undangan atau bukan
peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menyatakan:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c¢. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
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